BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Hakim di Indonesia menafsirkan penyalahgunaan keadaan sebagai
situasi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian memanfaatkan
kondisi tidak menguntungkan dari pihak lain secara tidak adil.
Penyalahgunaan keadaan menggoyahkan berbagai asas hukum
perjanjian seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt
servanda, kepribadian, itikad baik, dan keseimbangan. Hakim
memandang bahwa perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau dalam
kondisi tidak adil tidak mencerminkan kehendak bebas dan itikad baik.

2. Hukum perjanjian Indonesia seharusnya lebih eksplisit mengatur
penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian.
Perlindungan terhadap kebebasan berkontrak, itikad baik, dan
keseimbangan kepentingan harus ditingkatkan. Diperlukan peraturan
tertulis yang mengatur kriteria jelas untuk penyalahgunaan keadaan,
seperti ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan keadaan pihak
lain, keuntungan yang tidak wajar, penyalahgunaan kekuasaan, dan
penipuan atau kebohongan. Hal ini untuk memastikan konsistensi dan

keadilan dalam penerapan hukum.

5.2 Saran
Saran pada penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Terhadap Pihak yang Rentan: Pengadilan harus
memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak memberikan
keuntungan yang berlebihan atau tidak adil bagi salah satu pihak,
terutama dalam situasi di mana ada faktor eksternal seperti tekanan atau
keadaan terpaksa yang mempengaruhi proses pembuatan perjanjian.
Mahkamah Agung perlu memberikan penekanan khusus pada

perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi yang kurang
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menguntungkan, seperti dalam kasus di penelitian ini, di mana
Penggugat berada dalam tahanan.

. Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian: Hukum perjanjian
di Indonesia seharusnya mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai
alasan pembatalan perjanjian dengan mempertimbangkan aspek-aspek
yang telah disebutkan dalam penelitian ini. Perlindungan terhadap
kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan kepentingan, serta
prinsip-prinsip integritas dan keadilan harus dijaga dengan baik agar
hubungan hukum antara para pihak dapat berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang adil dan seimbang.

. Revisi Regulasi yang Lebih Tegas: Regulasi terkait penyalahgunaan
keadaan dalam pembuatan perjanjian perlu direvisi dan diperkuat agar
dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat untuk
mengatasi kasus-kasus seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini.
Peraturan yang lebih tegas dan detail tentang penyalahgunaan keadaan
akan membantu memastikan bahwa praktik-praktik yang tidak adil atau

tidak etis dapat dicegah dan ditindak dengan efektif.
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